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Apriliana Sari : Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan 
Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-
2018 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya calon pengantin yang 
masih di bawah umur dan kebanyakan telah melakukan hubungan di luar nikah. 
Kemudian mengajukan dispensasi nikah ke lembaga yang berwenang yaitu 
Pengadilan Agama Rengat. Dasar hukum pengajuan dispensasi nikah tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 
ayat (2). Berdasarkan data tahun 2017-2018 permohonan dispensasi nikah yang 
masuk ke Pengadian Agama Rengat sebanyak 112 permohonan, 15 permohonan 
tidak dikabulkan dan permohonan yang dikabulkan Pengadilan Agama Rengat 
adalah sebanyak 97 permohonan dan permohonan dispensasi yang diajukan 
dengan alasan sudah melakukan hubungan di luar nikah sebanyak 34 permohonan 
hal inilah yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini. Apakah 
implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah 
di Pengadilan Agama Rengat. Faktor yang mempengaruhi banyaknya 
permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama 
Rengat. Kemudian apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam 
mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan 
metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara 
sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan metode deskriptif 
kualitatif. Dengan data primer dan data skunder dengan fakta yang terjadi 
dilapangan berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi yang terjadi dan 
berkaitan dengan masalah tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah dari salinan 
penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah sebanyak 34 permohonan 
yang dikabulkan, dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling.  
Hasil penelitiannya adalah implikasi terhadap penetapan dispensasi nikah 
di Pengadilan Agama Rengat adalah pasangan yang belum cukup umur juga 
termasuk salah satu penyebab timbulnya perselisihan dalam rumah tangga 
sehingga menyebabkan perceraian. Faktor yang mempengaruhi banyaknya 
permohonan dispensasi nikah adalah yang paling utama tentu saja calon mempelai 
masih di bawah dan sudah ingin menikah, umur laki-laki dibawah 19 (sembilan 
belas) tahun dan perempuan dibawah 16 (enam belas) tahun, dan faktor lain yaitu 
karena lunturnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja 
menyebabkan terjadinya hubungan di luar nikah sehingga mengalami hamil di 
luar nikah. Pertimbangan hakim yang digunakan yaitu ketentuan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2), kemudian menimbang 
berdasarkan hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum dan 
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A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan merupakan suatu pembentukkan keluarga yang 
menyatukan antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan pernikahan. 
Ikatan ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing 
pasangan. Seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 
yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”.1  
Peristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia yaitu 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan terbentuk 
keluarga yang merupakan unit terkecil dalam bagian masyarakat yang juga 
menentukan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu sejak awal adanya 
manusia sudah di tentukan adanya aturan perkawinan, agar tata kehidupan 
masyarakat dapat tercapai. Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 
Islam mengenai pengertian dan tujuan perkawinan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, 
                                                             
1
 Undang-Undang Republik Indonesia  No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 




yang berbunyi: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 
akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2
 
Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (حبكن) 
yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 
digunakan untuk bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering di pergunakan 
untuk arti persetubuhan (coitus), juga arti untuk akad nikah.
3
 Secara arti kata, 
nikah berarti “bergabung” )نض(, “hubungan kelamin” )ءطو(, “akad” )ذقع(, 
adanya dua kemungkinan ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Quran 
memiliki dua arti tersebut.
4
  
Secara harfiah al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Maka 
nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat 
ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan 
penerimaan dari pihak lelaki).
5
 
Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. 
Diantaranya adalah: Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan 
                                                             
2
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika 
Pressindo, 2015), Cet. Ke-4, hlm. 114 
  
3
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, hlm. 7 
  
4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 
Cet. Ke-3, hlm. 36 
  
5
 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, 








                          
                  
 
 Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 
mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".”7 
 
 Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan 
hidup dan rasa kasih sayang, hal ini terdapat dalam Firman Allah SWT 
dalam surat ar-Rum ayat 21:
8
 
                                 
            
 
 Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”9 
 
Oleh karena itu, pernikahan harus dapat diperhatikan oleh kedua belah 
pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, 
                                                             
6
 Amir Syarifuddin, Op. Cit. 
 
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Hadits 
Shahih, (Jakarta : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 274  
 
8
 Amir Syarifuddin, Loc. Cit.  
 
9




perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara materi 
maupun mental. 
 َوَْعا َبَنث َذَح ٍث َبٍِغ ِنْب ٍصْفَح ُنْب ُرَوُع بَنَث َذَح ُش َعَه ُتْلَخَد َلبَق ٍذٌْ  َِزٌ ِنَوْح َّرلا ِذْبَع ْنَع ُةَربَوُع ًَِنث َذَح َلبَق
 َلَع ِدَوْسَْلْاَو َتَوَقْلَع َف بًئٍْ َش ُذَِجن َلا ًبببَبَش َنَّلَس َو ِوٍْ َلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ًِبَّنلا َعَه بَّنُك ِ َّاللَّ ُذْبَع َلبَقَف ِ َّاللَّ ِذْبَع ى بَنَل َلبَق
 ُلْوُسَر  ِوٍْ َلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ  ُنَسَْحأَو ِرَصَبِْلل ُضََغأ ُوَِّنإَف ْج َّو َةَءبَبْلا ُنُكْنِه َعبََطتْسا ِنَه ِةبَب َّشلاَرَشْعَه بٌَ َنَّلَس َو
 ِمبٍَِصل بِب ِوٍْ َلَعَف ْعِطَتْسٌَ َْنل ْنَهَو ِجَْرفِْلل )يربخبلا هاور( ٌءبَجِو ُوَل ُوَِّنإَف
10
 
Artinya:”kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah 
menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan 
kepada kami al A‟masy dia berkata: “telah menceritakan kepadaku dari 
„Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “aku masuk bersama 
„Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah dia berkata: “ketika aku 
bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, 
Rasullulah SAW bersabda kepada kami: “wahai pemuda, barangsiapa 
diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin 
dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa 
belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian 
itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” 
   
Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 
kependudukan. Kenyatannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seseorang 
wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan 
penduduk semakin tinggi. Perkawinan merupakan bagian integral dari syari‟at 
Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Karena 
hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional 
Indonesia. Tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan 
serta perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
11
 
                                                             
 
10
 Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, Baeirut : Dar al 
Kitab al „ilmiyyah, hlm.438 
  
11
 Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan 




Menurut hukum adat kedewasaan seseorang diukur dengan tanda-tanda 
bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada 
sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya 
dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani, atau 
sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang 
tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, 
karena kebanyakan buta huruf.
12
 
Sedangkan menurut hukum islam, seperti halnya hukum adat tidak 
terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi 
berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat 
melakukan ikatan perkawinan. Al-Qur‟an hanya memberikan isyarat umum 
tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidak baligh.
13
 
Para ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan batasan umur bagi 
orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah mengatakan 
bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak 
usia 15 tahun. Menurut ulama Hanafiyyah anak laki-laki dianggap baligh bila 
berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Dan menurut ulama 
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 
Cet. Ke-1 hlm. 51 
  
13
 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi), 
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Hukum perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah di 
atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). Dalam kedua aturan tersebut telah diatur secara lengkap, salah satunya 
tentang usia untuk melakukan perkawinan.  
Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) 
perkawinan disasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maksudnya 
yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena tujuan perkawinan 
agar dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, kemudian sesuai 
dengan hak azazi manusia. Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan 
seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus 
mendapatkan izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (3) dalam hal seorang dari 
kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud ayat (2) Pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu 
menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah 
meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih 
hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (5) dalam hal 
ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) 
pasal 6 ini, atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, maka 




perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih 
dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam 
pasal 6 ini. Pasal 6 ayat (6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7 ayat (1) perkawinan 
hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) 
dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua 
pihak pria atau wanita. Pasal 7 ayat (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan 
salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-
undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) 




Dalam bahasa Indonesia, dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu 
larangan.
16
 Pernikahan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dispensasi pernikahan adalah 
pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan 
dalam sebuah kasus khusus.
17
 Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, 
akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum 
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mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melakukan perkawinan. Di 
Pengadilan Agama Rengat berbagai alasan digunakan untuk membenarkan 
kehendak perkawinan tersebut. Seperti calon pasangan suami istri sudah sangat 
akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan ada yang menjadikan alasan 
telah melakukan hubungan luar nikah. 
 
Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang 
beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus di mohonkan 
kepada Pengadilan Agama, permohonan yang telah di daftar sebagai perkara, 
oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang 
mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan 
kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum 
terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, 
penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan 
dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan 
hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan 
alasan / diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai 
kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan 
penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan 
yang tepat. 
Penetapan disebut al-isbat (Arab) atau bachiking (Belanda), yaitu 
produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, 




sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk di 
tetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. 
Karena penetapan itu muncul atas permohonan pemohon yang tidak 
berlawan maka diktum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melaikan 
hanya bersifat menyatakan (declaratoire) atau menciptakan (constitutoire).
18
 
Pada Pengadilan Agama Rengat banyak calon mempelai yang ingin 
menikah dan masih dibawah umur, padahal untuk menjaga kesehatan suami 
isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan. Banyaknya 
pasangan dibawah umur yang mendaftarkan rencana menikah ke Kantor 
Urusan Agama (KUA) kemudian dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) 
mengeluarkan penolakan yang disertakan alasan tidak cukup umur, kemudian 
disarankan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama 
yang berwenang. Adapun yang berhak mengajukan permohonan didpensasi 
nikah adalah orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur. 
Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah sehingga 
ada yang putus sekolah dan terpaksa menikah karena telah hamil. Pada 
kenyataannya banyak permohonan dispensasi nikah yang di ajukan di 
Pengadilan Agama Rengat menggunakan alasan bahwa anak pemohon telah 
melakukan hubungan luar nikah, kemudian anak pemohon telah hamil, dan ada 
juga yang menggunakan alasan anak pemohon telah berpacaran selama setahun 
dan sudah tidak bisa di pisahkan lagi. Permohonan dispensasi nikah yang 
masuk ke Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018 adalah sebanyak 112 
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kasus permohonan, 15 kasus tidak dikabulkan 5 diantaranya menggunakan 
alasan telah hamil di luar nikah, 97 kasus dikabulkan dan permohonan 
dispensasi nikah yang menggunakan alasan sudah melakukan hubungan di luar 
nikah 34 kasus permohonan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Rengat 




Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, 
penulis merasa perlu untuk menelaah tentang : “TINJAUAN PENETAPAN 
DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI 
PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018” 
B. Batasan Masalah 
Mengingat penjelasan latar belakang maslah masih bersifat umum 
untuk itu penulis merasa perlu membatasi masalah dengan jelas, dalam 
penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai wilayah penelitian, untuk 
memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi lokasi penelitian, sehingga 
arah dan tujuan dari penelitian ini dapat terarah dengan baik serta tidak terjadi 
kesimpang siuran. 
Adapun batasan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang 
dijelaskan dalam penelitian ini hanya melingkupi permasalahan yang berkaitan 
dengan implikasi penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah, 
kemudian faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah 
karena hubungan luar nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan 
                                                             





dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat 
tahun 2017-2018.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa masalah yang timbul dalam permasalahan ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana implikasi terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan  
luar nikah di Pengadilan Agama Rengat? 
2. Apa faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah  
karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat?  
3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam 
mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap penetapan dispensasi 
nikah karena hubungan diluar nikah. 
b. Untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi banyaknya 
permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan 
Agama Rengat. 
c. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama 






2. Manfaat Penulisan 
a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai dispensasi nikah akibat 
hubungan luar nikah yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Rengat. 
c. Menambah pengetahuan dan dapat di jadikan referensi pembaca 
mengenai dispensasi nikah akibat hubungan luar nikah. 
d. Mengembangkan ilmu yang penulis dapatkan di UIN SUSKA Riau. 
E. Metode Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan ketetapan dalam penulisan, serta 
berhubungan dengan maslah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian 
yang berkenaan efektifitas hukum dan pelaksanaan hukum terkait dengan 
pelaksanaan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan 
Agama Rengat, Kab. Indragiri Hulu. 
a. Subjek dan Objek Penelitian 
1) Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati 
dalam rangka pengambilan sebagai sasaran.
20
 Adapun subjek 
penelitian ini Majelis Hakim yang terlibat dalam persidangan serta 
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salinan putusan permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar 
nikah di Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018. 
2) Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang 
dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial.
21
 Adapun objek penelitian 
ini berkaitan dengan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di 
Pengadilan Agama Rengat tahun 2017-2018 sebanyak 34 
permohonan. 
b. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang 
dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Indragiri Hulu, di Kantor 
Pengadilan Agama Rengat kelas IB. 
c. Populasi dan Sampel 
1) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 
sama.
22
 Dalam hal ini populasi diambil dari salinan putusan dispensasi 
nikah karena hubungan luar nikah sebanyak 34 permohonan yang 
dikabulkan. 
2) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.23 Penulis 
mengambil sampel dengan penarikannya secara keseluruhan dengan 
menggunakan teknik total sampling. Populasi yang tersedia 34 (tiga 
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puluh empat) permohonan yang dikabulkan dijadikan sampel agar 
lebih akurat dan relevan dengan rencana penelitian. 
2. Sumber Data 
a. Data primer, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Hakim Pengadilan Agama dan penetapan yang berkaitan dengan 
permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan 
Agama Rengat tahun 2017-2018. 
b. Data skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 
hukum primer dan dapat membantu memahami data primer. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Majelis Hakim 
yang terlibat dalam putusan dispensasi nikah tersebut. 
b. Dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen salinan berkas 
penetapan permohonan dispensasi nikah. 
4. Teknik Analisis 
Dari pengelolaan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan 
cara deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membahas dengan memperhatikan 
peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hal yang diteliti. 








5. Teknik Penulisan 
a. Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggunakan teori secara umum kemudian diambil kesimpulan secara 
khusus. 
b. Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus kemudian 
diambil kesimpulan secara umum. 
F. Sistematika Penulisan 
 Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut: 
BAB I:  PENDAHULUAN 
 Pengertian merupakan awal untuk kesinambungan bab-bab 
selanjutnya, karena pada bab ini akan di ketahui pembatasan dan 
gambaran permasalahan yang ada. Oleh karena itu bab ini berisi 
tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 
penulisan. 
BAB II:  GAMBARAN UMUM 
 Berisi tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni 
Pengadilan Agama Rengat, serjarah berdirinya Pengadilan Agama 
Rengat, visi dan misi Pengadilan Agama Rengat, struktur dan 







BAB III:  TINJAUAN TEORITIS 
 Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian 
dispensasi nikah, alasan dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi 
nikah. 
BAB IV:  HASIL PENELITIAN 
 Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang 
dispensasi nikah karena hubungan luar nikah dan implikasi hukum 
terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan diluar nikah, 
untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor banyaknya 
permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di 
Pengadilan Agama Rengat, kemudian pertimbangan hakim 
Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah karena hubungan luar nikah. 
BAB V:  PENUTUP  







GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B 
 
A. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Rengat 
Pengadilan Agama telah tumbuh dan melembaga di Bumi Nusantara 
(Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni 
berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan 
berkembangnya lembaga Peradilan Agama adalah karena kebutuhan dan 
kesadaran hukum oleh umat Islam. 
Pengadilan Agama Rengat didirikan atas dasar PP No. 45 tahun 1957 
dan diresmikan pada tahun 1957 dengan pimpinan Ketua Buya Syech 
Sulaiman Ar Rasuli yang waktu itu beliau Ketua Mahkamah Syar’iyah 
Sumatera Tengah. Beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat buat 
sementara datangnya Ketua yang definitif. 
Beberapa bulan kemudian dalam tahun 1957 datanglah surat 
pengangkatan Ketua yang baru secara definitif yaitu Bapak H. Yusuf Qodhi. 
Selama beliau mempimpin Pengadilan Agama Rengat banyak hal yang 
dialami, yaitu selain masyarakat banyak yang belum mengenal dengan 
wewenang Pengadilan Agama, masyarakat masih cenderung untuk berurusan 
dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Juga kedudukan Pengadilan 





Saat itu masyarakat belum mengenal secara dekat dengan fungsi atau 
wewenang Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama Rengat 
tetap menjalankan tugas dan fungsinya. 
Selama beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat ini mengalami 
maslah berat tentang tempat, dimana kantor tempat bekerja itu ada yang 
punya. Yang jelas walau telah delapan kali pindah, namun ia tetap berjalan 
sebagaimana mestinya. Rumah  penduduk yang pernah dijadikan kantor 
Pengadilan Agama Rengat adalah sebanyak 8 tempat hingga memiliki gedung 
sendiri yang dibangun tahun 1977. 
Memang saat dibentuknya Pengadilan Agama di Riau ini pada 
umumnya adalah mengalami kesulitan kantor. Oleh masyarakat adanya 
Pengadilan Agama lebih berarti dibanding kesulitan rumah dimana 
Pengadilan Agama itu berkantor. Kesulitan kantor dapat diatasi, tetapi 
kesuliatan menyelesaikan masalah lebih berat dan tidak mudah dicapai atau 
mungkin tidak terselesaikan. 
Pengadilan Agama Rengat yang berlokasi di Kabupaten Indragiri 
Hulu yang awalnya bergabung dengan Kabupaten Indragiri Hilir namun 
dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 terjadi 
pemekaran yakni Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) yang meliputi 
wilayah Kecamatan Tempuling, Tembilahan, Kateman, Gunung Anak serka, 
Mandah, Kuala Inderagiri, Enok, dan Reteh. Kabupaten Indragiri Hulu 




Peranap, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Kuantan Hilir, Cerenti, dan 
Sengingi.  
Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten 
pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan 
Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna, dan 
Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kota Taluk Kuantan. 
Kemudian setelah terpisah dari Kabupaten Indragiri Hulu belum memiliki 
instansi Pengadilan Agama sehingga penyelesaian sengketa yang beragama 
Islam masih di handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan 
sidang keliling tiap dua kali dalam sebulan. 
Pada tahun 2004 terjadi peralihan yang mana Peradilan Agama yang 
dulunya di bawah Departemen Agama Republik Indonesia kemudian 
dialihkan ke Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 21 tahun 2004 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serah 
terima tersebut dilakukan secara simbolis oleh Mentri Agama Said Agil Al-
Munawwar (Menteri Agama saat itu), dengan menyerahkan Direktorat 
Pembinasaan Peradilan Agama kepada Mahkamah Agung. 
Selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah 
Agung Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang 




21 Pengadilan Agama IB Menjadi Kelas IA, maka Pengadilan Agama Rengat 
dinaikkan Kelasnya dari Kelas II Menjadi Kelas IB. 
Mahkamah Agung RI menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 13 
sampai dengan 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama 
baru, maka pada tanggal 22 Oktober 2018 Mahkamah Agung RI meresmikan 
85 Pengadilan Agama baru yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satu dari 
Pengadilan Agama baru tersebut ialah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 
dengan diresmikan  Pengadilan Agama  Teluk Kuantan maka wilayah 
yuridiksi Pengadilan Agama Rengat yang dulunya mencakup 2 (dua) 
Kabupaten sekarang hanya Kabupaten Indragiri Hulu.
24
 
B. Visi dan Misi 
Visi : 
  Visi Pengadilan Agama Rengat adalah penjabaran dari Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut: “Mewujudkan 
Pengadilan Agama Rengat sebagai Pengadilan Agama Yang Agung.” 
Misi : 
 Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi Pengadilan 
Agama Rengat secara garis besar dirumuskan sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima berbasis teknologi 
informasi. 
2. Meningkatkan profesional aparatur dan modernisasi sarana dan prasarana 
peradilan. 
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3. Meningkatkan pembinaan pengawasan aparatur peradilan yang 
berintegritas. 
4. Meningkatkan aksebilitas layanan peradilan bagi masyarakat miskin 
melalui posbakum dan sidang keliling. 
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C. Struktur Organisasi  
PERMA NO. 7 TH 2015
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3
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         1
         2
         3
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1. Ketua     : Drs. Syarkasi, MH 
2. Wakil Ketua    : Drs. H. Ribat, SH., MH 
3. Majelis Hakim   : a. Dra. Hj. Roznah Zaleha, MH  
    b. Dra. Murawati, MA  
            c. Drs. H. Nur Al Jum’at, SH., MH  
            d. Dra. Mardiah Harianjah, MH 
4. Panitera    : Lukman S.Ag., MH 
5. Sekretaris    : H. Mustaming, S.Sos 
6. Bendahara    : Hema Malini, SE 
7. Panitera Muda Hukum  : Misbar, S.Ag 
8. Panitera Muda Gugatan  : - 
9. Panitera Muda Permohonan  : Hertina, BA 
10. Panitera Muda Pengganti  : a. Elpitria, S.HI., MH  
       b. Jefi Efrianti, S.HI., MH 
   c. Ahmad Zaki Rusmani, S.HI 
11. Kasubag, Perencanaan, Teknologi,  
Informasi dan Pelaporan  : Maini Asniar, S.HI 
12. Kasubag, Kepegawaian, Organisasi,  
dan Tata Laksana    : Junprizal, S.Ag  
13. Kasubag, Umum dan Keuangan : Mailisa, SE 
14. Jurusita    : Mahput, S.HI 
15. Jurusita Pengganti   : a. H. Zulfiqri, S.HI 
 b. Hema Malini, SE 
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D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rengat 
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rengat meliputi 14 Kecamatan. 
Jumlah Kecamatan/Kelurahan/Desa yang ada di wilayah hukum Pengadilan 
Agama Rengat adalah 14 Kecamatan dengan 13 Kelurahan dan 181 Desa.  
Adapun daftar Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu : 
- Kecamatan Rengat Barat 
- Kecamatan Rengat 
- Kecamatan Kuala Cenaku 
- Kecamatan Seberida 
- Kecamatan Batang Cenaku 
- Kecamatan Batang Gansal 
- Kecamatan Lirik 
- Kecamatan Pasir Penyu 
- Kecamatan Sungai Lala 
- Kecamatan Lubuk Batu Jaya 
- Kecamatan Kelayang 
- Kecamatan Rakit Kulim 
- Kecamatan Peranap 
- Kecamatan Batang Peranap 
E. Uraian Tugas Pokok Pengadilan Agama  
   Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
kewenangan absolut (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relative 
competentie). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk 
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mengadili berdasarkan hukum materil. Adapun kewenangan absolut 
Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 
menyebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan 
mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yanga beragama Islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf 
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
26
 
Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan 
wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan tempat 
dan kedudukannya. Pengadilan Agama bertempat di kota atau di ibu kota 
kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. 
Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibu kota Provinsi dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
27
 
G. Uraian Tugas Di Pengadilan Agama 
1. Ketua 
a. Mengatur pembagian tugas para hakim. 
b. Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan 
dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim 
untuk diselesaikan. 
c. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi 
apabila terdapat perkara tertentu yang karena yang menyangkut 
kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. 
                                                             
 26 Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Tahun 2009), (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2015) Cet. Ke-3, hlm. 62 
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 Musthofa, Kepaniteraan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 9-11 
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d. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
e. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. 




2. Wakil Ketua 
a. Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/penetapan 
hakim dan putusan. 
b. Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan. 
c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun 
kajian dalam tim dll. 
3. Hakim 
 Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci 
sebagai berikut: 
a. Membantu pencari keadilan ( pasal 5 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970). 
b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU No 14 
tahun 1970). 
c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 
Rbg). 
d. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970). 
                                                             
 28 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2017), Cet. Ke-9, hlm. 21 
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e. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 
1970). 
f. Meminutir berkas perkara (pasal 184 ayat (3), 186 ayat (2) HIR). 
g. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU No. 14 tahun 1970). 
h. Membuat pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 ayat (1) UU 
No. 14 tahun 1970). 
i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 
ayat (1) UU No. 14 tahun 1970). 
j. Mengawasi penasehat hukum.29  
4. Sekretaris 
 Koordinasi pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan. 
Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan 
administrasi kesekretariatan yang meliputi keuangan, kepegawaian dan 
umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan 
ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah di tetapkan. 
5. Panitera 
a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan 
- Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera muda, 
panitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan 
baik. 
- Memberikan putusan verstek dan putusan di luar hadir. 
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 Ibid, hlm. 29-30 
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- Mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitaan kepada pihak-
pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara 
banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di 
Pengadilan Agama. 
- Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 
b. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan 
- Memantau dan mengawasi penerimaan, pendapatan nasional bukan 
pajak (PNBP), pembayaran gaji agar seluruh penerimaan 
teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar. 
- Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke Kas 
Negara. 
6. Wakil Panitera 
a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 
Pengadilan. 
b. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan 
membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara 
lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan 
priodik dan lain-lain. 
c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 
d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.30 
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7. Panitera Muda Hukum 
a. Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang 
Pengadilan. 
b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat 
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas 
perkara. 
c. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, 
rukyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan lain-lain sebagainya serta 
melaporkannya pada pimpinan. 
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. 
8. Panitera Muda Gugatan 
a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalnnya sidang 
Pengadilan. 
b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan 
perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan 
masalah perkara gugatan. 
c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di 
Kepaniteraan gugatan.  
d. Mencatta setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai 
cattan singkat tentang isinya. 




f. Menyiaokan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan 
kembali. 
g. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.31 
 Dalam hal ini panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Rengat 
tidak ada sejak Kamariah S. Ag dimutasi ke Pengadilan Agama Teluk 
Kuantan oktober tahun 2018, dan belum ada yang mengisi jabatan panitera 
muda gugatan hingga saat ini. Sehingga yang melaksanakan tugas panitera 
muda gugatan adalah panitera muda permohonan yaitu Hertina, BA. 
9. Panitera Muda Permohonan 
a. Melaksanakan tugas seperti Panitera Muda Gugatan dalam bidang 
perkara permohonan. 
b. Termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan 
pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi Akta Ahli 
Waris di bawah tangan dan lain-lain. 
10. Panitera Pengganti 
a. Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan 
mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran 
catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti. 
b. Membantu hakim dalam hal: 
- Membuat penetapan hari sidang, 
- Membuat penetapan sita jaminan, 
                                                             
 31 Ibid, hlm. 24  
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- Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum 
sidang berikutnya, 
- Membuat penetapan-penetapan lainnya. 
- Mengetik putusan/penetapan sidang. 
c. Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan/ (d.h.i: 
Petugas Meja Kedua) untuk dicatat dalam register perkara tentang 
adanya: 
- Penundaan sidang serta alasan-alasannya, 
- Amar putusan sela (kalau ada), 
- Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada 
Kasir untuk diselesaikan tentang: 
- Biaya-biaya dalam proses perkara tersebut. 
d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan 




11. Kasubag Kepegawaian 
a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian. 
b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk 
dan surat-surat keluar. 
c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang 
pegawai Pengadilan Agama Rengat dll. 
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12. Kasubag Umum 
a. Menyelenggarakan administrasi dibidang umum. 
b. Melaksanakan tata perusahaan, pemberdayaan staf dan menjaga 
lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub umum. 
c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat 
kebutuhan kantor. 
13. Kasubag Keuangan 
a. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan. 
b. Membuat perencanaan anggaran Pengadilan Agama Rengat. 
c. Memonitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan 
keuangan APBN, unsur gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas 
dll. 
Pada setiap Kepaniteraan Gugatan dan Kepaniteraan Permohonan 
terdapat sekelompok unit kerja yang menurut Pola Pembinaan Dan 
Pengendalian Administrasi Peradilan (Pola Bindalmin) diberi nama Meja 
Pertama dan Kasir, Meja Kedua dan Meja Ketiga.
33
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 BAB III 
TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISPENSASI NIKAH 
 
A. Dispensasi Nikah 
A. Pengertian Dispensasi Nikah 
 Dispensasi nikah secara sederhana dapat dipahami dalam dua kata 
dasar dispensasi dan nikah, menurut kamus besar Bahasa Indonesia 
dispensasi adalah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan yang 
khusus, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak 
berlaku untuk suatu hal yang khusus. Nikah adalah membentuk keluarga 
dengan lawan jenis atau ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai 
ketentuan hukum dan ajaran agama.
34
 
Sedangkan pengertian dispensasi menurut kamus hukum, makna 
dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum 
untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan 
atau kewajiban.
35
 W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa 
Indonesia dispensasi adalah pembebasan dari suatu larangan.
36
 Jadi 
dispensasi nikah adalah pembebasan larangan menikah/membentuk 
keluarga dengan lawan jenis. Dispensani nikah adalah untuk perkawinan 
                                                             
 34 https://kbbi.web.id/dispensasi diakses pada tanggal 7 oktober 2019 
 
 35 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka cipta, 1992) hlm. 102 
 
 36 W.J.S Poerwadarminta, diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 





yang calon mempelai laki-laki dan mempelai wanitanya belum mencapai 
umur 19 tahun dan 16 tahun. Pengecualan tindakan berdasarkan hukum 
yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak 
berlaku untuk suatu hal khusus. Seperti dalam kasus ini calon mempelai 
laki-laki atau perempuan belum mencukupi batas usia perkawinan setelah 
adanya permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi, 
kemudian adanya pertimbangan Hakim sehingga memutuskan 
membolehkan para calon mempelai untuk menikah.  
Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin 
kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, 
lunturnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan 
hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. 
Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya 
tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anknya.
37
 
Banyaknya pasangan yang melaukan hubungan di luar nikah dan 
telah hamil sehingga harus menikah, sehingga tak sedikit yang putus 
sekolah. Usia minimal yang di perbolehkan menurut pasal 7 Undang-
Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah calon mempelai pria 
harus mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai umur 
16 tahun. Dalam kompilasi hukum islam, dalam pasal 15 juga memuat 
aturan yang di dalam KHI justru disebutkan alasan pembatasan usia 
minimal kawin, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 
                                                             
 37 Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi, Jurnal 





Dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang yaitu, sebisa 
mungkin jangan nikah di bawah umur 19 tahun dan 16 tahun karena ini 
adalah batas terendah, menikah dengan usia yang lebih tinggi akan jauh 
lebih baik. Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan yang mengatur 
kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53. 
a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan 
dengan laki-laki yang menghamilinya. 
b. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran 
anaknya. 
c. Dengan melangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak 




Orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan 
dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat 
memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua 
atau walinya.
39
   
B. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah 
  Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum 
berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita yang belum berumur 16 tahun. 
(UU No.1/1974 Pasal 7 ayat (1)) Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis 
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ketentuan UU itu, dalam Permenag No.3 Tahun 1975 ditentukan: Dispensasi 
Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon 
suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri belum 
mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 
(permenag No.3/1975 pasal 1(2) sub g). Apabila calon suami belum mencapai 
umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak 
melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan 
Agama : (permenag No.3/1975 pasal 13(1). 
  Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) 
pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya : (permenag No.3/1975 pasal 13 
ayat (2)). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan 
berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan 
dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah 
dengan suatu penetapan : (permenag No.3/1975 pasal 13 ayat (3)). Dalam hal 
ini permohonan dispensasi nikah ini harus dari orang tua atau wali calon 
pengantin, jadi bukan calon pengantin itu sendiri yang mengajukan seperti 
pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 21 tahun.  





Semua surat permohonan tidak perlu mendapat izin atau legalisasi atau surat 
pengantar terlebih dahulu dari instansi manapun. Pemohon langsung 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.
40
 
  Adapun pemohon umpamanya memerlukan berkonsultasi dengan 
advokat atau Badan Penasehat Perkawinan Penyelesaian Perceraian (BP4) 
dan lain sebagainya, baik sebelum perkaranya terdaftar di pengadilan ataupun 
sesudahnya, itupun hak pribadinya, bukan keharusan, dan bukan pula 
merupakan syarat suatu permohonan.
41
  
  Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan 
Agama Rengat sebagai berikut: Meskipun surat permohonan sudah dibuat 
tetapi untuk mendaftarkan ke Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi 
dengan syarat-syarat lainnya. Syarat untuk mengajukan permohonan 
dispensasi nikah ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan 
khusus hanya berlaku bagi (anggota ABRI, Kepolisian dan Pegawai Negeri 
Sipil). 
  Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat didaftarkan sutau 
perkara  di Pengadilan yaitu: Surat permohonan tertulis, surat keteranagn 
kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi pemohon, voorschot (uang muka) 
biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan 
miskin dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh 
Camat. 
                                                             
 40 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 
hlm. 57 
   
41





  Menurut prinsip hukum acara perdata, apabila tiga hal tersebut 
sudah terpenuhi, Pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk 
menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan lainnya 




  Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi 
nikah yang paling utama adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama 
(KUA) asli surat model N9, bahwa calon mempelai laki-laki belum mencapai 
usia 19 tahun atau calon mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun. 
Dalam hal ini yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali, 
adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah fotocopy kutipan akta 
nikah/duplikatnya sebanyak 1 lembar, fotocopy KTP pemohon yang masih 
berlaku sebanyak 1 lembar, fotocopy ijazah anak pemohon sebanyak 1 
lembar, masing-masing fotocopy diberi materai Rp. 6000,- dan dilegalisasi 
(lagis) di Kantor Pos. 
Prosedur pendaftaran dispensasi nikah : 
1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat 
permohonan.  
2) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan 
surat permohonan minimal 2 (dua) rangkap.  
3) Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap 
perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar 
                                                             





biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk 
membayar (SKUM). Biaya panjar perkara diperkirakan harus telah 
mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 
182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
4) Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo 
(cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan 
melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat 
yang dilegalisir oleh camat. 
5) Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada 
pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) 
dalam rangkap 3 (tiga). 
6) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat 
permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM). 
7) Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar (SKUM) 
membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara 




8) Pemegang kas menyerahkan asli surat surat kuasa untuk membayar 
(SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar 
biaya perkara ke bank. 
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9) Pihak berperkara datang ke loket pembayaran bank dan mengisi slip 
penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank 
tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM). Seperti 
nomor urut dan besarannya biaya penyetoran. Kemudian pihak 
berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan 
uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 
10) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi 
drai petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank 
tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) 
kepada pemegang kas. 
11) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan 
kembali kepada pihak berperkara. Pemeganag kas kemudian memberi 
tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan 
menyerakhan kembali pada pihak berperkara asli dan tindasan 
pertama surat kuasa untuk membayar (SKUM) serta surat permohonan 
yang bersangkutan. 
12) Pihak berperkara menyerahkan kepada Meja Kedua menyerahkan 
kepada Meja dua surat permohonan ditambah 2 (dua) rangkap serta 
tindasan surat keterangan untuk membayar (SKUM). 
13) Petugas Meja dua mendaftar/mencatat surat permohonan dalam 
register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat 
permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang 





14) Petugas Meja dua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat 
permohonan yang telah diberi nomor register pada surat berperkara.
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 Setelah pendafratan selesai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, 
Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili 
perkara dalam sebuah “penetapan” majelis hakim (Pasal 121 HIR jo pasal 93 
UU-PA). Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau 
surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis 
hakim untuk diselesaikan. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus 
diadili berdasarkan nomor urut, PMH dibuat dalam bentuk “Penetapan” dan 
ditandatangani oleh Ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang 
bersangkutan. 
 Untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seseorang yang 
ditugaskan melakukan pekerjaan panitera (pasal 11 ayat (3) UU No. 48 tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Penunjukan panitera sidang dilaukan 
oleh panitera Pengadilan Agama (pasal 96 UU Peradilan Agama No. 50 tahun 
2009). Penunjukkan PPS dibuat secara tertilis dan ditandatangani oleh 
panitera Pengadilan Agama. 
 Ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut, 
bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua majelis 
hakim kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu 
                                                             





akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk 
menghadap pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditentukan itu. 
 Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat 
mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam 
persidangan (pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah 
“penetapan” yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis.45 
C. Pihak Yang Boleh Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah 
  Dalam perkara dispensasi nikah adapun pihak-pihak yang berhak 
mengajukan permohonan dispensasi nikah menurut Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan bila 
pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam 
ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 
lain yang di minta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (3) 
Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua 
tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal 
permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi 
maksud dalam pasal 6 ayat (6). 
  Adapun dalam pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan  
seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus 
mendapat izin kedua orang tua. 
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  Orang tua pihak pria atau pihak wanita yang berhak mengajukan 
dispensasi nikah ini adalah sesuai dengan yang di maksud Undang-undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (3) Dalam hal seorang dari 
kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud pasal 6 ayat (2) cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu 
menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, 
maka izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama 
mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
46
  
  Permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh calon mempelai 
pria/calon mempelai wanita dapat dilakukan bersama-sama kepada 
Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria / calon 
mempelai wanita bertempat tinggal.
47
 
  Adapun di Pengadilan Agama Rengat banyak orang tua atau wali 
yang mengajukan permohonan dispensasi nikah bukan saja dengan alasan 
belum mencapai batas usia perkawinan, melainkan banyak juga yang 
menggunakan alasan telah melakukan hubungan di luar nikah, telah hamil, 
sudah tidak dapat di pisahkan lagi, dan sudah berpacaran lama sehingga 
membuat pemohon atau orang tua malu karena anaknya terkena jam malam.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian tentang penetapan dispensasi nikah 
karena hubungan luar nikah di pengadilan agama rengat tahun 2017-2018 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Implikasi terhadap penetapan dispensasi nikah karena hubungan luar 
nikah tentunya apabila dikabulkan maka mereka mendapatkan 
penetapan dari permohonan dispensai nikah yang telah dimohonkan, 
sehingga dapat melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama 
(KUA) dan perkawinannya sah karena dispensasi nikah dikabulkan. 
Tetapi tak jarang ada yang baru menikah kemudian mengajukan 
gugatan cerai karena mereka belum mampu menghadapi konflik yang 
terjadi dalam rumah tangga. 
2. Faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah 
karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Rengat yaitu 
pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah, tingkat 
pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan agama sehingga banyaknya 
anak-anak yang berpacaran terkadang hingga melakukan hal-hal yang 
tak diinginkan kalau mereka tahu agama mereka tidak akan 
melaukannya. Dan yang terakhir yaitu kekhawatiran orang tua karena 
anaknya berpacaran dan sering besama orang tua takut anaknya 





3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan 
dispensasi nikah karena hubungan luar nikah hakim selain 
mempertimbangkan dengan ketntuan Undang-undang yang berlaku 
hakim juga mempertimbangkan menggunkan hadist dan kaidah-kaidah 
hukum: 
 َرَرَضَلا َراَرِض َلاَو 
 Artinya: “tidak boleh memudhartakan diri sendiri dan tidak boleh 
pula membahayakan orang lain”. 
راضملا عف د  م دقمعف انملا بلج ىلع 
  Artinya: “mencegah yang membahayakn itu lebih diprioritaskan 
dari pada meraih keuntungan”. 
B. Saran 
1. Kepada Pengadilan Agama Rengat Majelis Hakim harus lebih cermat 
dan diperketat sebelum memberi dispensasi nikah karena hamil di luar 
nikah, karena perceraian akibat perkawinan yang mempelainya masih di 
bawah umur semakin meningkat. 
2. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya, agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian sebisa mungkin 
memberikan pendidikan baik pelajaran agama maupun pelajaran umum. 
Sehingga anak-anak dapat terhindar dari pernikahan di bawah umur. 
3. Kepada pembaca agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan 






4. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat mengadakan 
penyuluhan bagi remaja tentang hal ini agar tidak semakin banyak 
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PANDUAN WAWANCARA 
1. Bagaimana impikasi terhadap penetapan dispensasi nikah ? 
2. Apa faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi nikah 
? 
3. Apa dasar hukum diberlakukannya dispensasi nikah ? 
4. Pertimbangan hukum apakah yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Rengat dalam menetapkan dispensasi nikah ? 
5. Mengapa alasan hamil diluar nikah diperbolehkan atau diberikan 
dispensasi nikah ? 
6. Bagaimana dampak setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ? 
7. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah ? 
8. Adakah kendala yang ditemukan dalam memproses perkara dispensasi 
nikah ? 
9. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai awal hingga akhir 
dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah ? 
10. Bagaimanakah cara mengurangi agar tidak terjadi banyaknya permohonan 
dispensasi nikah ? 
  
     Mengetahui Dosen Pembimbing 
 
     Dra. Hj. Yusliati, MA 
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